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FENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DORKUMENTASI
SEMERINTAH KABUPATEN GUNLUNGEIDUL

NOMOR T# kil / auerlse /udd

TENTANG
KLASIFIKAS] INFGRMASE YANG DIRECUALIKAN

MENIMBARCG ¢ @ bahwa  untuk  mewgjudken penyelengEaraan
pemerintahan  yang transparan, askuntabel, dan
menjamin pelaksanasn hak seliap orang untuk
memperoleh  informasi  publik, perlu  dilakukan
sengelolaan  informasl  publlk  sesual  dengan
ketentuan poraturan perundang-undsnigan;

b. bahwe berdasasknn hasil pengujion ktnsekuerisi
terhadep informast publik yang dikecunlikan di
linghungan Pemerintan Kabupaten Gunungkidul,
telah ditetapkan informasi vang memenuhi ksteria
untuk dikecualikan dari akses publik;

c. bahwa untuk metinmin peluksanasn keferbiiaan
informasi publik  vang 1etep  memperhatidan
pariindungan fechadap informasl yang dikecusitken
sesual dengan  ketentuan pematuran  perundang-
undangen, periu menectapkan lklasifikasi mlormas
yang dikecuslikan;

d. bahwae berdasarkan pertimbangan sebagaimaens
dimiksud datam huruf 2, haruf b, dan huruf ¢, periu
menetapken Penctipan Pejabat Pengelols Informas:
dan Daktimentasi — Pemenntab Kabupaten
Gunungkidal tentang Klasifikasi Informasi yang

Dikecyalikan;



MENGINGAT

1. Ketetapsn Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
Semeontarae Nomor XXV/MPRS/1966 Tabun 1966

tentang Pembubaran Partai Komunis indonesia
Pernyatsan sebagai Organisasi Terlamng Discluruh
Wilayah Negara Republik Indonesia Bagl Partal
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Rogiatan
untuk Menyebarkan ataw Mengembanghkan Faham
atay Aloran Romunis/ Marxisme-Lerimsme;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang (Lembaran Negara Repubbk
Indonesin Tabuzn 2000 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 4044

3. Undans-Undong Namor 15 Tahun 2004 tentung
Pemeriksaan Pengelolzan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembamn Negara Republik
Indonesla  Tabun 2004 Nemor 66, Tambahan
Lembuarat Negars Republik Indonesin Nomor 4400}

4. Undang-Undang Nomer 23 Tabun 2006 wnmang
Adminiamesl Kependudukan [Lembaran Negam
Republile Indonesin Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio

Nomor 4674) sebagaimuna telah diubah dengan
Undang-Undang Nomior 24 Tahun 2013 tentang
Porubalian stas Undong-Undang Nemeor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan [Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomur 232,
Tambalarn Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor- 3373},

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dun Transdksi Elekironik (Lembaran
Negora Republik Indonesia Tehun 2008 Nomur 58,
Tambahnn Lembaran Negarih Republik Indonesia
Nothor 4843) sebagaimana telah beberapu Kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tehun
2024 tentang Perabahan Kedun atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentapg Informasi dan
Transaks) Elektronik [Lembaren Negorma Republik
Indonesia  Tahun 2024 Nomor 1, Tambihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5905},



6. Undang-Undang Nomor 1% Tahun 2008 tenmang
Keterbukaonn Infrmesi Publik (Lembamn Negaum
Republlk Indunesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambuliun Lembaran Negara Republik  Indonesin
Numaor 28486),

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelavanon: Publik  (Lemberan WNegara Republik
Indonesia Tahon 2009 Nemor 112, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 5038].

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Repuldik Indonesin Nomor 507 L1;

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 entang
Pelindungan Data  Pribadi  (Lembaran Negara
Republik Iodonesia Tahun 2022 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negama Republik Indonesia

Nomor &6820);

10. Undang-Undang Nomur 17 Tahun 2023 tentang
Keschatan (Lembaran Negaras Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomar 105, Tnmbalian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);

11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Pelindungan Saktsi dan Korban [Lembaran Negara
Republik Indonesla Tahun 2026 Nomor 959,
Tambshan Lembarin Negarg Republik Indonesia
Nomor 717%;

12, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelakeanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbuksan Informast Publill [Lemberan
Negars Republile Indenesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tamhbahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia

Nomor 5149}, |
13, Peraturan Pemerintih Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Pengendalian den Pepanggulangan Penyalat Hewan
(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan Lembsran Negara Republik
Indonesin Nomor 55431



MEMPERHATIKAN

14, Peraturan  Pemerintab Noemor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah [Lembaran
Negars Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tamibahan Lembiran Negara Republik Indonesia

Nomor 604 L);
15. Keputusan Presidery Nomor 28 Tabun 1973 tentang

Periakian Terhadap Mereka yang Terlibat G.30,5/PR]
Ciolongan C;

16, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Eepald
Badan Pertanahan Negslonal Nomor 13 Tahun 2025
tentang  Pelsksansan  Kesesusian  Kegiatan
Pemenfantan Ruang dan  Sinkronisasi Program
Pemanfastan Rusng Publik (Rerita Negara Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 330);

17 Pératuran Meriterl Agraria din Tatn Ruasng/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan [nformas)
Pulitik (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2021
Namor 1132);

1R, Peraturan Menter: Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomot 2 Tahun 2026 tentang Pengelolasn Layanan
informasi Publik di Kementerian Dalum Negeri,
Pemerinmh Daeral, dan Pemerintah Desa [Berita

Negere Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741),
20. Kepuiitsan Mentati KesehoalEn Nomor
HK 01.07/MENKES/1128/2022 wnlang Standar
Alredimsi Rumah Sakit;
21 Keputusan Kepals Lembaga Kebijekan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 129 Tahun 2025
tentang Daftar Informas Publik dan Daftar Informisi

vang Dikecualikan pada Pengadaan Bararng/Josa
Pemerintali;

. Lembar Penguilan Konseluensi Nomor 02 Tabun 2026,



MENETAPEAN

KEDUA.

MEMUTU SRAN:

. PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAST DAN

DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TENTANG KLASIFIKAS! INFORMASI

YANG DIKECUALIKAN,

. Klasifikasi Informasi yang Dikecuaiikan dengan Lembar
Pengujian Konseckuensi schagalmans =reantum dalam

Petietapan Ik,

. Pada sast Perctapan ini mulai berlaku, maka Keputisian

Kepala Dinas Komunikasi dan Informotika Kabupaten
Gunusigkidul selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerinteh Kabupaten CGunungkidial
Nomor O80/KPTS/2023 tentang Klasifikasl Informasi
Nikecualikan dicabut dan dinyatekan tidak berlaku.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 0 Ol 3o

PEJABAT PENGELOLA




LAMPEIAN

PENETAPAN PEIABAT PENGELOLA INFORMAST DAN
DOKUMENTAS! KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR Sla vty /Rilrcvafe S

TENTANG KLABIFIKAST INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENS]
NOMOR: 02 TAHUN 2026

Pada kari ini Raby, tanggsl Satu bulan Juli tahun Dus Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Wonosan Kabupaten Gunungldul,
telnh dilalmikan Pengujian Konselruensi terhadap Tnformas ﬁrhng;aim&ﬁa dinebuikan pada tabel :ii bawuh ini:

[ Konsekuens: / Pertimbangan Hag Publik
g Fl:nﬂﬂﬁunlf:ﬂﬂ [nformam Konsekuenst Biln Dibuks D']ll.lmp h
' | Data pribadi pegawai | w Pusal 17 hural b Membuka data pribads H-:nul:up informasi | Sclama data
mencalogp dats angkn | dan angk= 4 pegawal, memungkinkan | ini melindungl hak claalinm
pribad: yong bersifat | Undang- Undang Nomaor | pihak lain untuk konatitaaional ules peETElnEaan
umum den bersifar 14 Tahun 2008 tentang | penourian identitas, privasi dan Badan Publilik
spesifik | Keterbuksan Informasi | penlpuan, serta memenuhi kewajilan | danj/atau
Pulbdil; pemerasan. Kerugan ini | hukum Badan Publik mPﬁ pegaw
b: Pusal 4, Pasal 26, menimpa langsung selaku penpgendall
dan Pasal 36 Undang- | individu dan | data, serta hrmm:gl:utnn
Undang Nomor 27 keluarganye, sedangkan | kepentingan memberikan
Tahun 2022 tentang nitai informatif bagi pelindungsn data | persclujuan
Pelindungan Dats publile hanmpir nihil pribadi jelas lebib | terrulis (Pasal
Pribaci. fmrena tdak menyangkut | besur danpada 18 ayat (2)
| penyelenggaraan negara, | kepentingan publik | huruf a).

untuk
| I_ I mengaksesnya. | |




NG

Infoymmns

Dasar Fuloum
Pengecunlian Tnformass

re

3

Daftar usulin
mutasl, rotus,
promoesi, dan

penganghkalan PNS
dalam jonbatan

Dokumen/ proses
penilaian prestasi

a. Pasal 17 huruf h
angha 4, huruf |
Undeng-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukasn Informasi
Fublilc

b. Penctapan Pejabat

Hﬂnﬂf_:k_uﬂmi / Pertimbangan Bagl Publik

Konsckurnsi Hila Dibulka

Konsekucens Bila

Pengolola Informasi dan ‘ final membuks rusng

Dokumentasi Badan
Kepegawaian Negara
Nomor 3 Tahun 20202
temtarip Klasifikas
Informasl yaiig
Dikeeunlilean.

Ditutup

Diftar usulan memuatl | Kerahasionm
huesd]l porlalg | semenlara diperliian
kapebilinis pegawai dan | ager proses
komumnilkas inra badan | pembinpan Kaner
publik yang masih berlangsung jujur
bersifit rekomendasi, dan bebas iekanan,
Pembukasnnya sebelum | sejalan dengan

| pelindungan
lubi, tekanan, dan memorandum

mtervensi yang menysak
ohickuvitas keputusan
serta borpotens) memicu
konflik antarpogawal.

Pasal i?Fun.i_:l* l;anglﬁi D-t;kiimen momuat hasil

4 Undane-Undang

evaluasi lenpahbilitas,

kerja, SKP, penilaian | Nomor 14 Tahun 2008 | intelektuaditay, dan
peritaku dan evaluasi | tentang Keterbukaan

kinerja pegawia:

nformasi Publik.

rekomendas kemanpuan
seascomng yang bersilat
sangal pribsaddi,
Pembulkaannyn bensiko
menimbulkan penafairan
keliry, merendahknn
martabat pegawal, dan
disalahgunakan untuk
penilaian seplhak.

imternial pada Pasal
|7 huruf .
Kepentingan mesjags
integntas keputusan

kepegawaian lebil
besar daripada
keterbuksan atas

dokumen yang belum

Jangka Wakta

Tertutup
SCITIO Proses
lerlangsung

menjaga kerahasnon
penilatan individual
sekallqus men)amn
atasan dapat menila
securi jujur dan
objektifl tanpa
khawatlr tekarian
publik, Perlindungan
ini lebih bernilal
daripada
kelerbukaan yung

| Mengikut

sntmpm Suratl

Keputusan
ditetapkan;
selelah
ditetapkan
bersilat
lerbuka.

jadwal retens:
arsip
kepegawalnn
drn fatau
perselujusn

‘ tertulis pegawnl

yang
bersangicaisn.

|

|




Informasi

identitas pegawni
pelanger disiphin,
BAP disiplin-dan
lerita acarsy
penjatiuahan

| hukumun disiphn

Dasar Mukum
Pengecualien Informasi

Hﬂ'nmkuupﬁi / Pr:;umhnngim Eﬂ%li’l.‘ﬂ:t"k

Pasal 17 huruf b, huraef
n, dan huruf i Undang-
Undang Nomor 14
Tahin 2008 tentang
Keterbukasn Informas
Publik,

5 | Hasil pembinaat

Pasal l'ITh:rufhﬂmglm-

. Konseluensi Biln | JJangka Wakin

Konsekuensi Bila Dilvaka Diturn T

tidak menambaly

‘ akuntatsilitss
penvelengzaraan
‘ [dentitas dan berita acara Hﬂmm@ Termatup

pemeriksaan disiplin melindungi ssas sclnma proses
bila dibutks, menghambat | dan privasi pegawai | identitas ‘
pemernksaun yang serta menjamin | pribadi tetap
objektl, mendorong mdependens dilindungl
penghilangan bukt atmu | pemernisl, sesual relenss
penekanan saksi, dan | Hepentingan arsip |
menjatuhkan stigma penegakan disiplin kopegawsasan (i
sebelum nla putusan yang adil lebih besar | 4 tahun ﬂﬂifrluh
[trial by press). daripada pegawai yang

keterbukaan atas hersangkuan

proses yang belum herhenti),

turitas.
Dokumen memuat Menutup informas Selama pegawal

kawinan dan 1 den hurafi Undang- | niwayat dan Rondis: menjaga kehormatan | yang

ﬁfm 1zin) Undang Nomior 14 kehiasrga, yang. | dan EEPMU]JEH bersangkutan

percerainn / beristri | | Tahun 2008 tentang merupiakan ranah paling | pribadi keluntga yang menjacdi

lebihy dart seorang Keterbukaan Informasi | privat seseorang, dijamin konstitusl, pegawai

bagl pegawai Pubilik. Pembukaannya sempentara informas | dan/atau

| merupakan inry ini tidak herkaitan sesuai jadwal

tethadap kehiduopan dengan pelakssnasn | retens) Grsip; ‘
prilindi dun berpoterist jabatan. Kepentingan | dapat dibaka
merimbulkan stigma privasi keluargn jelas | atas
ucsinl Acrin EAngUIAT J_pcmmuuﬂn |




No

Ly

Dokumen )/ rekomend
nsj p::mh&ri1'-:nti:m1.
dan pembinann

\ a1l
(proses)

Dasmr Hukim
Pengecualian Informas | Konselcuensai Bila Dibuka
- - | kﬂ}lnmmmﬁﬂn Hﬂlliﬂl'iiﬂ
Puﬁﬂl L7 hurul' h dan Rﬂkﬂmmdnﬂt

huruf i Undang-Undang | pemberhentian/pembiviaa
Nomor 14 Tahun 2008 | n yang masih berproses

rentang Keterbukaan menuat data pribadi dan
Informasi Publik. komunikasi intermnal.
Pembulkaan dini
mengeanpeu kelancaran
pembinann, memicy
i resisinTst, d-ﬂIli
menstigma pihak yang
belurmn tentu bersalahi.
:
Pasal 17 hur! h angka Hasil prmmkﬂ.&n
9 dan ansks 4 Undang- | kesehatan dan psikologi
Undang Momor 14 | mengunghkap kondisi
Tahun 2008 tentang fisil / psikis-serio
Keterbukaosn Informasi | kapabilitas sescorang:
Publik. Pembuk=zannya berisiko
menimbulkan
diskriminasi,
gtipmntisasi, dan

| penyvalahrunanty ﬂnlnm_

. Konsekuensi Bila | Jangka Wakiu
Dhitutup -
\ebib besar daripada | terfulis yang
kerterbukaan berganghkutan.
Keralhissiaan Teriutup
sementara menjaga | splama proses
abjektivitas dan berlangsung
kelancaran proscs SAmpal
sampal keplusan keputusan
final, sejalan dengan | ditetapkan;
pelindungan surat gseteizh final
internal Pasal 17 dapat dibuika
hural L Setelohy SesTIn)
keputusan ketentern.
| citetapkam, hasilnyas
tlapal dibuka
selsnggE |
alruntabilitas tetap
teriage.
Menutup informas + 4 mhiun
melindung data arlelah pegawai
kesehatan dan YaNg
paikologls yang bersangkutan
| sangat sensitif berhenti
schaligus menjaga duan/atau
objekiivitas pseamen. | sampa)
Perlindungan persetujuan
martabat dan privasi | tertulis yang
individy lebih besar | bersangloatan,

|| —




1 Konsekucnsi / Pertimbangan Bagi Publik

M - TDiasar Hukwm — = |
N 1 Informasi . . i Jungka Walkitu
L Pengecualian Informasi | Konsekuensi Bila Dibuka 1 “”"’Emf e =
- : ) komatusan yang - i nilainya :Iﬂnpﬂu-‘ ada -
- ———rT | micragikan individu. | keterbukaun. ..
8 | Dawabise [ rmcian Pasal 17 hurul b angks Rincian gsil per individu . | Menuiup datu Seluna data
oaji dan remunerasi |3 Undang-Undang mengungkap kondisi individua! melindungi | daizm
pegawsi per individy | Nomor 14 Tahun 2008 | kenangan pribadi. privas| inansial PeNEUSBAAD
tenteng Reterbukaan Pembukasnnya menic | pegmwal, svmentary dan/atan
Inforrmasl Publik kecemburuan, profiling | komponen dan samped arla
ekoriomi, dan risiko hesaran standar galil | persetiguan

menjadi target kejahatan sebagal kebijakan tertulis pegaveal
finaosial, tanpa memberi | publikc teinp terbuka. | vang

maniaat akustabiites Denpn demikian bersanglaian,
karena strubdur nluntatnlitas.
| pengeniian sudah bersifat | ampgaran tstap
publike, terpenithi tanpa
mengorbankat
| D pOIVEL
g | Daltar kelnyain, a. Pasal 17 hurul h Data aset dan rekening Kerahasinan Tertutup
kondisi keuangan, angka 3 Undang- pribundi (di luar kewaliban melindungi selama sibjck
aset dan rekening Undang Nomor 14 LHKPHN], bila dibuka, keamanun imansial data hadup,
bank pribadi (selain | Tahun 2008 tentang menjadi peta bagi peluku | dan privast kecuali atas
wajih LHKPN) Keterbukaan Informnal | kejahatan untuk wargn/ pegawal, persetjuan
Publik; | peTuplian, pemerasan, sementara kewnjiben | tertulis yang
b, Undasig-Undang dan pencurian, serta fransparansi bersangluatan
Namor 27 Tahun 2022 | merupakan pelanggaran | kekaynan pejabat atany perintah
tentang Pelindungan iangsung terhadap privasi | sudah terpeniulil pengadilian,
Dara Pribadi. finansial. melalui mekansme
LHKPN. Perlindungan
| dnri kejahatan

fmnnnial h:hih besar

__—______




e —

: MImkEntll | Perimbungan Bagi Publik

. Dasar Hukum S — _
No Infarmuns Pengecuatian Informnsi | Konsckuensi Bila Dibuka Mnﬂﬁﬁﬁ Hiln Jangka Waktu
| daripada
|| - | - = hﬂtETEIukELEﬂ ) _ 3 o
10 | Rekam medis, | a. Pasal 17 burul b Relam medis Kerahasiean relam - | Permanen, '
resume medis, hasil | anglka 2 Undang- | mengungkap riwsyat dan | medis erupakan kecuah atas |
lab/radiclog, dits Undang Nomor 14 kondisi kesehatan yang | syaral kepercsyaan perseijuan
pasion HIV/TB/jiwa, | Tahun 2008 tenlang paling pavat. pasien terbadap oriulis pasien
asesimen klien Keterbukaan Tnformasi | Pembukasnnyn layanan kesehatan vang '
rehalnlitas:, visam, Publilk; menmmbullean dan mencpang bersangkulan
informed conserd b. Undang-Undang diskriminas dan stigma | pemulihan; is waib grau penntah
Nomuor 17 Tahun 2023 | berat (khususny=a dimhasiakan pengadilan
tentung Keselustan HIV/TB/eangguan jiwa) | menurul undang: [Pesal 18 ayab
c. Pasal 4, Pasal 26, dun | dan melanggar undang. Kepentingan | (3)),
Pasal 36 Undang: Lers hasinan medis vang | ini bersifat mutlak
Undang Nomor 27 dijamin undang-uncang. kequali ads
| Talhum 2022 tentang | N prTseTujuan pasien
Pelindumgan Dhits alan perintah
Pribadi pengadilan. ' |
Duta pribadi a. Pasal 17 huruf K Busis «ata Menutup datn pribadi | Selama |
penduduak, berkas Undang-Undang Noinor kependidukon dan penduduk memenuhi araip /data
KK /KTP-¢l, nkta 14 Tahun 2008 tentang | biometrik, bila bocor, kewajiban negard diszmpan dan
pencatatan sipil, Keterbukann [nformasi | memunghkinkan melinduns identitas | beviaky; dala
NIK, dutabaxe Publik; | pencurian dentitus skala wargs dan mencegah biometnk
kependudulkan, data | b. Undang-Undang massal dan pemalisuan kejahntan berbasis bersifat
biotmnetrik Nomor 24 Tahun 2013 | dokumen, Data biometrik | data. Kepentingan permancr. |
tenitang Perubahan atas | yeng bersifat ule dan keamsanen identitas
Undang-Undang Nomor | fidak dapat diganti nasional fahb
273 Tahun 2006 tentang | membuat keruglanmnyi melampati mila
Administrasi hersifst permanen. keterhulaaan dnta
individual.

Srponoe




Duaar Fukum

—_———

Hunﬁt:kun_r:ﬂ [ Pertimbangsn Bagl Pulilik

Konsekuensi Bila Dibula

Konsekuensi Bila Jangka Waktu

Ditap

|

No Informas Pengecudlian 1nformast
. FnﬂnH Pasal 2!5 dan
Pasal 36 Undang
Undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang
Pelindungan-Dats
| Pribadi.
12 | Data by name by a. Pasal 17 huruf b
| address penerima | angka 1 dan angka 3
bantunn Undang-Undang Nomor
sosind fmanfan 14 Tahun 2008 tentang
program sosil Eeterbukaan Informas:

L3

| Soal ujiﬂ.n,n’ﬂcﬂntn,

hank soal dan kisi-

kim yang
belum /sedang

dinjikan

| Fusal? buruf |

Pulalil:

L. Paael 4, Pasal 26,
dan Pasal 36 Undang-
Lindang Nomor 27
Tuhun 2022 tEntang
Pelindungan Dals

Data individual penenma
bantuan mengungkap
kondisi ekonomi keluarga
rentan dan berisiko
meninbylkan stigma
sosial, penyalabgunasn

kelompok yang paling
ndak berduya.

m—1

Mmutup-m pribich | Selama massa
individual melindungi | retensi data;

Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukasn Informasd

Publilc.

| Mnmhn-l:ﬂﬂmn soal, hnnl:

‘mEmukiEilt:m

sebelum diujikan
menindnkan valiﬁlta: a]ui

mencideral keadilan bagi
| Pecsta yEng U,

martabal penermnn data agregat
manfaal, sementara | penerima

date agregal dan manfsal tetap
kntena penetapin terbuka untuk
tetap dibuka [N LEWHSIN
sehingya pengawasan | publik.

publik atas ketepalor)

sasamn totap

berjalan.

Keseimbangan i

mehndungl privasi

tzanpa mengorbankan

akuntabilitas,

Keraxhasiaan Tertutup
sementara monjamin | sampal selesal
chiektivitag, validitas, | digunalkan /dig
dan keadilan ikan; setelah
penilnian. Setelah it bersiiaf
ﬂﬁﬁi iuitkean tertnikmn,

iformasi menjad)
terbuksa, sehingga




No

Informias: l Pengecualian 10k o
;

14

Daita saswaA clen

mﬁ? hm'l.lfTﬂnghﬂ

“Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik

alumni (NIK, akia 5 Undang-Undang
kelahiran, detail Nomor 14 Tahun 2008
nilai, {jazah) rentang Keisrbukaan
Informaszs Publik.
lrl::m.‘.taa - a. F;ﬂﬂl 17 huru[a-

pelupor/pengadu/ss | anglka 2 Unding-
ksi /korban dalam Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang

b. Un:llim;- Undang
Nomur 25 Tahun 200%

teniang Pelayanan
Publik; |

¢. Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014

tentang Perubahan atas

] Jangka Waktu

Konseluensi Bila Dibula Hnmﬁﬁﬁ;; = et

peritbatasan ind

proporsionul dan

tidalk permaneti. ..
Catatan pribidi Menutup data pribadi | &9 tabun
sizwa//alumm {nomor peserta didik setelull siswa
induk, nilat, akia, ijazah), ‘ melindung mereka yEng
bile dibuka, berisiko dari penyalshgunaan, | bersangkutan
disalahgunakan untuk selangkan layanan lutus dan /atan
pencuran identitas dun | verifikas] keaslian Sampai
pemalsuan dokumen Hamh kepada pihak | persetaiuan
aksdemik yang berkepentmean tetap | tertulis yang
merngikan pemilibnya. terseclin. bersangkutan,

Perlindungan privisi

lehiih hesar nilainyg

danpada

keterbukaan betas. -
Membuka identitss H-:mhﬂmﬂﬂn dentitas | Tertutup
pelapar, saks, atau adalah prasyarat mlﬁmn
korban mengskspos ‘ keselamaten pelapor | diperlukan
mercka padn intimidasi dan keberlangsungan untuk
dan balasan, Eisten pengawasan periindungan;
selealigiis menimbullan | partisipatif yang dapat bersifet
chilling effrct vang dijamin undang- permanen demi

membunt masvarakat

engean melapor, schingzga
melemahlian pengawasan

dan penegakan Hukum, fm.ﬂ'l leblh besar

undarg. Kepentingan | keselamantan.

malindung jiwa dan
mendorong pelaporan

daripadn




Konsckuensl / Pertimbangan Bagi Publik J
Konuekuensi Bila Jongls Waktu

i formas; " EHEEII: Hull-:;m n
ngecushian lnformast | Konsekuens Bila Dibuka [ Ditutup
Undang-Undang Nomor keterbukaan
13 Tahun 2006 tentang | identilas,
Perlindunigan Saksi dan |
Kot
Dakumen Pasal 17 huraf gangka | Membuka dokumer Kerahasiaan  Tertutup
| penyelidilkan f peoyidi | 1 Undang-Undang penyelidikan / penvidikan | menjamin efektivitas | sampai proses
kan, BAP, | Nomaor 14 Tahun 2008 | yang berjalan penegalan hukum | pemerilosasn
dokumeniusi dan fentang Kelerbukasan memunghinkan dan asas praduga ek | dan tndak
tindak lanjut Informasi Publik ersangkn mengiangkan | bersalsh selams larjut selesai;
penmndakan yang Tharang bulad, proges berjelan. tidak bersifal
| herproses themengaruin saksl, piuu | Setelah proses selesa)l | pormaren
| melarikan dird, sehingga | informasi dapat (Pasal 20).
mengagallonn periegakan | dibuka, sehinggs
hukon, pengreuaiian i
tidak permancn ‘
SO— o I S —AiPase 20} - S
17 | Rencans operasi Pasal 17 huruf a dan Membocorksn sssaran, Kerahasigen strateg | Tertutup
penertban/pengawa | huruf ¢ Undang-Undang | lokasi, personcl, dan menismin | sclama
‘gan, penegakan Nomor 14 Tahun 2008 | strategl keberhasilan operasi | strategl/ pola
Perda/Perkada, dan | tentang Keterbukaan operast/ pengawisarn dan keselamatan pengamanan |
poengamanan objelk Informasi Publik. membuat plhak yang semua pithak. Karena | masih
yitell [ kanjungan ditertibkan dapal ‘ poli pengamanan digunakan;
| pojabat/ kegiatan menghindar dan bersifat berulang, tidek bersifat
{sasaran, lokuasi, membahaykan pembatasan berlall | permanen
personel, straleg) keselamatan pelugas selamia pola tersebut | [Fasal 20). ‘
serta masyarakat, masih dipunskan dan |
schingga operasi gagal tidalk permanen
mencapal tjuannya. (Pasal 220). |




No

18

[tiformas)

Dokumen Operas
Yustisi Pola Terpaduy
(taktis din stratey)

Dasar Hukum
Pengecualian informas

Pryawal }.?.l:ll...l.ﬂﬂ m-anghka
2 dun gngkn 3, hurul |
ng-Ufudang Nomor

| 14 Tabun 2008 tertang

Keterbukaean Informasi
Publik.

" Kousckuensi | Pertimbangan Bagi Publik

Eunm_ﬂcunﬂﬂi Bila Dibuks

Pembukasn dokumes
taktiz-strategls operas:
vistisi imenmuangkinkuan
target menghindan

|

Konsekuensi Bila

Ditutup

Kerahasinnn
menjinun cfeltivitas
operas: dao
keselpmatan polugns, |

Jangka Waldu ‘

Tertutup
sam[Fal operas

penindalkan dan
menibahayakan penegak

hukum, sehingsa

mengeagalkan penegakan

hakum teppadu.

Penpecualinn
berakhir ketika
penegakan hukum
selesai, schimggn
bersifat sementara
[Pasal 20),

19 | Pengadaan a. Pasal 17 huruf'b Membuka Harga Kemhasiaan
Barang/Jasa: Undang-Unilang Nomar Perkirugn Sendin, gomeniarm menjigs gampal proses
1 Tahup Pemilibyan: i4 Tahun 2008 tentang | spesifikasi, penawaran, kompetis: yang adil pemilitian / peke
Spesifilas Keterbukaan Informasi | dan hasil negogiasi dan mencegsh kolusi, | rjaan selesals
Pelerjasn, Harga Publik; selama proses pemilihen | Setelah kontrak sebagian
Perkiraan Bendir b. Reputusan Kepala membuka peluang ditandatangani, informas
(HPS), Jenis Kontrak, | Lembaga Kebijakan perscekongkolan, sebagian besar menjad
Persyaratan Pengadaan manipulos! harga (mark- | informasi menjadi terbiika setelah
Penyedia, Barang/Jasa upj, dan pengaturan terbuka sesual kontrak
ar Proses | Pemerintah Nomor 129 | pemenang, sehingg Keputusan Kepala ditandatangan
Pemilihan, Jadwal Tahun 2025 tentang merusak persaingin Lembagn Kebijakan | sesua)
Pelaksanasn dan Daftar Informasi Publik | usaha yang schal dan Pengadasn Keputusan
Data Lokasi, Harga | dan Daftar Informsas) merugikan keuangsn Bamng/JJass Kepaia
Penawaran Penyedin, | yang Dikecualikan pada | negara. Pemerintah Nomor Lembaga
Pemberian Pengudaan 129 Tahun 2025, Kebijakear
Penjelassan, Harga Barang/Jasa schingea Pengandaan
Argil Negosiasi, Femerintah. | trunsparansl hasl Barang/Jasa
Pemenung tetap terjamin, Pemerininh

Eﬂ@ﬂd‘.ﬂm Hasll




T i | Hunur.kumi_ﬂqi { Pertimbangan Bag F'u% )
| . Dasar Hulmm ' =] . Konsekuensi Bila Janghka Waktu
e B Fengecualian lnformast | Konseloiensi Bila Dibuka Ditutup |
] : R | Nomor 129
Penisghsen Tiin Tahun 2025.
ugasan Tin
Swalelola, Mok |
Kesepahamean uiau
Memaorandum of
| Understanding. 2.
Tahap Pelaksanaan;
| Ringkssan kontak, - - | B - - - —— T
0 luine ;u.n_g;a, i hak | Menutup intornas

’ Dolmunen e unn | o Pasal 17 horaf b Membuls *dnkﬂm-m _

20 HEI dan Tﬂhﬂ-ﬁmi Undang-lUndang Nomor | ke lonyaan mlrlt.fktl.‘mlf , :ru:llnﬂungil hak wnligrud
&agaﬁg;ﬂﬁm teknis 14 Talun 2008 tentang | yang belun terdnftar alau | kekayaun mt:kxkﬂml periindungan
rmilik pelaku usaha | Ketsrbukaan Informast | rahasis dagang milik dan rahama dagang | hak kaknymr:h

| Publik; | pelidou usahs menghapus | yung dijamin un‘:l&ng- Iﬂisﬂiﬂkl,'li]ﬂ-] f
b, Undang-Undang nilad ekonomi dan Lmdﬂnﬂ; Eﬁpm'_hngnn ASIN dﬂg:ﬂugu
Nomur 30 Taliun 2000 | keungmailan pelindungan asel yang beriaku.
tentang Rahasia kompetitifirye, sekallgus | kumessial pihak
Dagang, memicu POrSingeEn ketiga lebih besar
| ussha tidnk sehat. daripada
keterbukasn, » I
== s .l " el B | it laboratorium Melindungl integntas i daia
21 | Dawa Un %, Pasal 17 hurul b, Data wji tabo . _ Eui&nhm. i
I Laboratorium huruf | Undaneg-Undang | mentah [raw data) yang proses investignsi terse et

Nomor 14 Tahun 2008 | mencakup haestl spesifik tv:kir:'iiﬁ d;m ﬂmﬂ'
tentang Keterbulkaan dnri individu termak atayg | eXontmi pe B
informusi Publik; perusahaan peternakan | usaha leshess) adalah

b, Pasal 12 H,1.l_£pl.l]‘.'_lmz‘.I E:_ttntu !ﬂﬂ!tﬁlﬁtmg _
Peraturan Pemenn informani tekns Vang bess _
Nomor 47 Tahun 2014 | sensitil secoraekonomi. | membutks data tekniis

tang Pengendalian :
- o kepada publik, informas:

| | Kesehatan Hewan




Dasar Hukum
Fengecustian Informeas

Konsekuenst / Pertimbangan Bag Publik

— _
. \ Konseluensi Bils
Konseckuens: Bila Dibvks Dii'.t.ltup

22 | Materi telnis

gerta data dan
laporan audit 1ats

TUENE yang r:mm'.’l:t
dalam proses

| dan m@dﬂ:;gim

Penyaldl Hewan.

8. Pusal 'ﬁ’ hunif a,
huﬂ.lf b, huraf © nomor

4 ctlan buruf 1 Undaeng:

Paﬂ] 21, serta
Lampiran II nomor 8
Peraturan Menten
Agraria Dan Tata
Ruang/ Kepals Badan
Pertannhan Nosional

| resml d&pat memicu

__l dar Otoritas Vﬂmnl:f

L ini da prat dlﬂﬁlllhgl,lﬂlﬂmﬂ belum rrwrﬂﬁlmﬁi

aleh pesaing usaha untulk | sccara opidemiologis.
menjaruhikan reputes

‘Hignis enoas [Erieniu;

vang dilategorikan

sebingai peraningan usaho
tidai

sehal Pengungkapan
hasil uji yang beluiin
dinlah menjad: stalus

tidak perlu sebelum
adanya lngkah mitigaal

Berpoternsi menimbulkan
dampak kerawanan sosial
ganEEuan keamanan,
kerusakan lingkungan;
flan fatay gangguan
terhadap fungsi objek

Janigka Waktu

tidak lagi

| relevan (sesual
Pasal 20 UL
14 /2004).

vital nasional, apabila danf alaul gangeuan sesunl dengan
dimanfaatkan oleh pihak- | terhadap fungsi objek | ketentuan |
pihak yang tidak vital nasjonal, peraturan
bertangaungjawab, sehingga heguian perundang-
Berpotensi terjadinya Pemanfaatyn Rusng | undangan yang
Persamgan Usaha Tidak | dapat berjalan berluku

stabilitas harea
tahin. WA

Sehat. *densanhnik Menjaga

Nomar 32 Tahun 2021




N

Informasi

Dasar Hukum
Pengecuahan [nformes:

| Tentang Layanarn
Informasi Publik;

. Peratumn-Menterd
Agranis dan Tata
Runng/ Kepala Bacdar
Pertanrhan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan
Kesesyainn Keguntan
Pemanfeatan Ruang
dan Sinkronisasi
Program Pemnnfastan

hunﬁ-nhuﬂnﬁi [ Pertimbangun Bogi Pub. Fuhlik

Eonsckuensi Hiln Dibuka | non

seloensi Hﬂa
matup

| Jungka Walktu

1L:]J$11 isivestinsa), sorin
metighindan potens
terincinya persaingan
‘ uaahu fidek sehut

Fusng

23

| hrredensial [IIILI_;EE-
‘sist=m: user 1D,

pussward, token,
kunc

enkripsi/private key,

1P privale, kode

a. Pasal 17 hnarut )
Undang-Undang Nomor
14 Tehun 2008 tentang

Reterbukaan Informasi

Publik;

b. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan
Transnksi Elekironil
sebagammana telnh
beberapa kali diubah
terakhir dengan
Undang-Undang Nomor
| Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedun atas
Undang-Undang Nomor
L1 Tahun 2008 tentang

Akses tanpa halt yang
dapal
mengitbah/menghamis/
memalsukan informas;
melumpuhkan layanan
piiblik eleidronik.

mmtegritns sist=m.
informnsi

pemearintah,

| Menjoga kEeamanan & Erclmnn

kredensial /sist
eI masin-
dimunakan.




o o l- Kensckuensi / Perumbangan Bag: Pulalik
- asar Hukum = s . -
Nirﬂ Iﬂfﬂﬂ-ﬁi F! | ]-.. I !ﬂ ! i I Hﬂ““k | Ejtﬂ '[:I.i m;t.:tlumtl;l EII.I.'[ Jﬂﬂ-Ekﬂ Wnklu
j : - - — — -
Informasi dan Transnks]
Elekttroniic ;

24 | Tapolog: dan A Prasal 17 hurul b, Memberl peta kerawanan | Mengamanbkan Selamna
lmrifigurasi huruf j§ Undang-Undang | (vitllnerability map) vang: | arsitckiur jfarnngan infrastruktur
Jaringan fserver, Nomor 14 Tahun 2008 | mermpermucdal tlan pemectann target | digunakan.
lokusi den tata letuke | temtang Keterbuksal serangan [sabotase siber. | serangan.

[infresrrulitur Tl/data | Informast Publik;
conter b. Undang-lindang |
Nomar 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transales) Flekitvonik
schagaimana telah |
beberapa kali diubal
terakhir dengan
Undang-Undang Namor
| Tahun 2024 tentang
Perubahun Kedua atas
Undang-Undang Nomor '
11 Tahun 2008 tentang '
Informas dan Transaks |
25 | Source code dan Pazal 17 huwruf b Melanggnr HEl/ rahasia Melindungi HK! dan | Selama aplikasi
System Design Undung-Undang Nomor | dagang pengembang dan | menutup celah digunakan /
Document (SDE) 14 Tahun 2008 tentnng | membuka celah peretazan struktoral. | jangka
aplikasi Keterbukaan Informasi | keamanan via reverse IF"E‘iI“":"-““!i‘"Il
pemerintahan Pulslik: Enginecring.

26 | Hosil suadit Pasal 17 hunif b dan Momuizat dafiar Momberi wakiu Eampm
keamaonan T1, huraif ¢ angka 6 kelomahan sisiem yang miligas; kerentenan | kerentanan
pontest/ITHA, Undﬂ:t:gu‘nd.nng Nomor | belum dimitipnsi; setara SCCATE aman,




N — - l‘

| Konsekuensi / Pertibangan Bagi Publik

- . Dasar Hukum ;

No Informasi B alian il | ‘ ckitensl Bila Emﬂaiﬂ Bila Jangha Waktu
villnerability 14 Tahun 2008 tentang mrtn]nﬂn instrulksi gepenuloyn
asgessment, log Mlles | Keterbulann infortnasl | perctusan. dimitigasi,

ST SR TR TRTE S o Publik,
insiden sibey

27 | Instrumen dan Pasal 17 hurdf c angka | Membahayakan stabilitas | Menjaga kerahasiaan | Selama
‘mifrastrulctur 6 dan 7 Undang- fdan keamanan negars [hatriumen diperlukan /
kriptografi, kunc Undang Nomor 14 (sistem persandian dan persandian negnra. sampal ada
sandi, berita sandi | Tahun 2008 tenting intelijen negam), PCraturan yang
berklasifilkkasi, sertay | Keterbukaan Informasi memerintabkan
evaluasi persandian | Pullil; pembukaannya

28 | Rekamen CCTV, Pasal 17 huruf ¢ angka | Mengunglap titk Hﬂil;[ﬂﬂﬂ Es':llman.&u Selama fasilitas
denah ruang server | 1 dan humilh Undang- | kerawanan Aaik fisikc aset vital dan dipunakan /
tliant skoma sistem Undang Nomar 14 (sabatase] ataw data privasi imdividu. sSEsUR] retens).
kesmanian [ kelistrilin | Tahiun 2008 tentang pribadi orang yang {(rekuman CCTV
n fisik Keterbukaan Informag] | terelarn, dapat dibuka

Publik; terbatay untul
* -alas izin)

29 | Memorandum, nota | Pasal 17 huruf 1 Mengungkap surat Menjaga kebebasan | Sampal proses
dinns, disposiai dan | Undang-Undeng Nomor | intra/antar badan publik | dan kepojuwran delam | surst/kebijaka
surat berkclasifikas 14 Tahun 2008 (entang | yang menurit stfatnve proses pengaminlan | 0 selesal f
rahasia [ntrafantar | Reterbukaan Informasi | dirahsasialean; keputusan. ‘Seaual retensl
badan pubiik) Pubsiik; MONESANEE Broses RS

kebijakan.

informast dan Pasal 6-ayat (3) hurufd | Mengunghkap mmhnsio Menjaga etika Selama
dokumen vang Undang-Undang Nomor | yang menyangkul tigas birokrasi dan menduduks:
I#4 Talan 2008 lentang | dadam jaksacan bodan sumpah jabstan,




No i
B Fh:-ﬂnumll-l. rahnaia

| j{ihutﬁn

Informas

Drasar Huloam

Pengecuahan Informas: |

Konsckuensi J Fmﬂmh;ﬂgﬂn E;ﬂgl Publile

Konsekuens: Bila Dibwika

Koneserkuensi: Bila
Daratap

Diraf kebijalan
porencanasn,
meliputi KEKA,
Renstra/ Renja,
telaah staf, naskeh
knjan/nsoet yang
belum diterapkan

Laporan hasl
pengawasan/ aaditf
revil/ monitonng
dan tndek lanjat
vang masih dalam
Proscs

Keterbukoan Informuasi
Publik;

Pasal 17 hurwl |

Undang Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbikasan Informani

Publik:

publik dapat
menghambat kesuksensn
kebijakan. Adunva Risiko

mﬂmidamltkﬂnan araL

konflik kepentingan yang

mengeangzu objektivitas
pelaksanaan tugss

Menimbalkan
kesslshpabaman pullik
atas dokumen yang
masih dalam proses
peRyUSUTaD, Serta

Merjamin [kitm Kerjn

vang Kandosif, serta
Mevijogn Keamarinn

i

Janghka Walkitu

jabatan |
sesllsl aturen:

33

| Laparin Reuangat
| sebelum diaudit dan

IESRERAnEIU proses

| perumusan.
a. Pasal 17 huruf i | Mengungkap surat intra
Undang-Undang Nomor | badan publik,
14 Tabun 2008 tentang | menimbulkan opini
Keterbukaan Informasi | memyesatkan schelum |
Publilg prioses andit selesal, serta
b. Pasal 23 ayat (2] Menghambat proses aadi |
Peraturan Pemerintall | dan ponyvelesaian tindak
Nooamor 12 Tahun 2017 | lanjur
tentang Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelengearaan
Pemerintahan ﬂ.ﬂmh
a. Pasal 17 huruf i Memunculkan opim
Undang-Undanp Nomor | menyesatkan Eﬁﬂ by

Negara dan Asect

Publik |
Membxeri ruang | Bampai
prabahasan dan ditetapkan oleh
pEfyempuImant pejabat

internal sebelum berwenang.
penetapan.

Menjues Tertutup
independensi dean selamsa proses
objektivitns ptmeriksaan
pemenksaan, dan terbuka
Menjoga kelancaran | setelah proges
proses atdit sclesai
Melindung proses Sampsad Japoran
| pertanpungiawaban | keuangan




o

Informeasi

Nagsar Hukym
Penpgecualian Informasi

honsckuensi | Pertimbangan Bag Publik

Konsekuensi Bila Dibulke

Konsekuerist Bilo

34 | BPKE kﬂ]d;rﬂﬂn

dokutrien pmﬂuklmg
pemeriksasn

[Kiitans=i, SPP, SPM,

8P2D) sebelumn

dineranhkan e BPRK

dinas dsm surat
berharga barang
milik dacrahb

14 Tahun 2008 tentang
Keterbuknsn Informaosi
Pulblik;

b. Pasal 19 aysal (1)
Uindang-Undang Nomar
15 Tahun 2004 tentang
Pemerikisaan
Pengelolaan dan
Tangeung Jawab
Keuangsan Negara

Posal |7 huruf |

Undang-Undang Nomaor
14 Tahun 2008 foniang
Keterbukoan Informas)
Puhlik;

| Mengungkap

press), Publik aken
menerimo dota yvary
belum lnal, sehingei
berisiko terjadi saluh
interpretasi terhadap
kinerja keuangan
imnstans, serla
menghambal proses

surat/dolamen vang
meminit sifainya

dirahasinkan, acdanya
risiko Pemalsuan dan

Duplikns, potensi
Eangguan leeamanan
asct, penvalabiplinaan
identitus peial

Jangka Waktu

pemeriksaan objekst
hinega LHP rerbit
sehinggs badan
pubitk dan auvditor
dapat menynjikan
miormas keuangan
vang vinah, akurag,
d:m cdapat

teraudit/LHP
terinl,




— Konsckuens: | Periimbangan Bag Pulbilik
| feemES | Pengeoualin Informasi | Konsclaonsi Bila Dibuka | KORSckucnsiBila | sk Hel
35 | Arsip arganisasi a. Pasal 17 hurufc dan | Berpotensi Menjaga keamanan | Sesuai UL
lerlorang den berkas | hund! | Undane-Undang | mesmbabsyakan dan ketertiban Kearsipan dan
308 K1 Nomor 14 Tuhun 2008 | keamanan niceani, repara, mendcegaly inctwal revetis
tentiang Keterbiuikaan Memicu Konflik Sos:al disintegrisi bangsa ursip statis.
Informuasi Publik: dan Hoszontal, dan menjoe
b. Pasal 44 Undang- Pelanpgaran Privasi dan | stabilitzs naslonal
Uhdang Nomor 43 Stigmatinas Turunan, dar potensi gesekah
Tahun 2008 tentang Membahayakan | sodial skibat datn
Kearsipan, Keselamatan Penegnle | dejurah yang sensiul,
¢. Ketetapan Maljelis Hukum/inlorman, serta |
Pernmusyawaratan potensi Petiyalahgunaain
Rakyal Sementara ldealog yang
Nomar bertentangan dengan
XXV /MPRE/ 1966 Pancasila dan UUD 1045

Tabun 1966 tentang
Pembubsran Partad
Homunig Indonesia,
Pernynloat sebagil
Chrpganisasi Terlarang
Chselurmh Wilayah
Negara Republik
Indonesia Bagi Partal
Komums Indonesia dan
l-arangan Seliap
Kegiatan untuk
Menyvebarkan atau
Mengembargkan.
Faham atau Ajarnn
Komunis/ Mirxisme-
| Lenirtisme:




No

Informasi

Dasar Hukum
Pengecualian Ioform:s:

'I

Konsckuensi / Pertimbanyan Bagi Publik
. Gy

Konsekoensi Bila Dibuka

Konscluens: Bils
Ditutup

.Lupt:-r:m Insiclen
Keselamatan Pamien,

Kejadian Tidak
Diharapkan,
Kejadian Nyaris
Cedera, Kejadian
Tidak Cedera, dan
Kondisi Potensial
Cedera

d Keputusan Presiden

Nomor 28 Tabun 1975
ehtang Perlakuin
Terhedap Mereks yang
Terdibat G.30.5/PKI
Golongan C,

o, Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasl ANR]
Notmnor & Tabivm 2025
tentang Kinsiikas
informasi yang
dikecuslikan di
Lingkungan Arsp
Maosional Republik
Indonesia.

5. Pasal 17 huruf g h, |,

dan j Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentung Keterbulonan

Informasi Publik;

Menimbulkan blaming |

ctuliure, menurunienn
pelaporan mnsiden,

menghumbul cvaluas
lavanan, seriu

b, Pasal 4 gyat (1) huryf | mengeanegu Upaya
i, Pasal 178 syat (1) dan | peningkatan matn dan

gayat (2) huraf b
Undang-Undang Nomar
|7 Tahun 2023 tentang
Keschatan;
¢. Pasal 4 dan Pasal 36
Undang-Undang Namor

27 Tahun 2022 tentang

kesslamatarn pasien,

Junghs Wity

melindung proses
investigasi, sérla

Mendulning budays
keselamatan pasicn,

E-Empm
investigasi dan

Lintclale lanpat

selesal; dapat

mendorong perbaikan | dinkses oleh

muty pelnvanun.

instansi
berwenang

tanpa
mengunghap
identitas pasien
dan perugas,




Konsckuensi / Pertimbangan E_laﬂgi Pubilik

——

. Dasar Hultum - —— =
No informas: P saling Tnf : Konsckuienai Bila Dibulka I lmnﬁamlﬁ Bili Jungkn Waktu
Pelindungan Data
| | Pribudi
- — | . —
37 | Laporan Kejadian & Pasal 17 huruf o, h, by || Memengarubi objektivitay | Mendukung H-r.rrl:rku hingea
‘ Sentinel dan Roat dan j Undang-Undang | Investigasl, menghambal | perbalkan mutu tindalk laojut
Cause Analysis (RCA) | Nomor 14 Tehun 2008 | perbaikan sistem, pelayanan, imenjaga | seiesai; akses
tentang Keterbukaan herpotenst menimbullkan | kernhasiann terbatas bag
Inf-::-rnmﬂi Pubstik; konflik hukum, investigasi, dan pihak yang
b, Pasgal 178 syat (1) berpotenst menimbulkan | melindung privasi berwenang
dﬂﬂ ayat (d) huraf b miginterpretas) dan pihak yang teriibat
Undang-Undang Nomor | stigmatisasi pubhk
17 Tahunp 2023 tentang | karena kesalahan
Reschaiurg memeahami temiian
c. Pasal 4 don Pasal 36 | investignsl sehagal
Lindeng-Undang Nomor | bentuk kesslahan
27 Tehun 2022 tentang | individu (malaprakiik)
Pelindungan Dars s¢bhelum ncdanya
Pribaddi. keputusan final dar
| majelis displin.

38 | Dokumen Audit a. Pasal 17 huruf g h, i, | Mengungkap hasil Menjaga kerahasipan | Sampa)
Media, Audit Klinis, | doan j Undang-Undang | evaluasi naga evaluasi tennga medis | evaluasi dan
Kredersial, Nomor 14 Talun 2008 | keschatan dan data dan mendukung tindak [amjut
Rekredengial, gortn | tentang Keterbukast pasien dapat penirgleatan muty sclessi; akaes
Evaluasi Kompetensi | Informasi Publik; memenguruhi pembinann | pelayanun keseliaton, | terbatas bag
dan Kinerjn Tenngn | b, Pasal 178 ayat (1) muty, Membuka Menjanyin pihak
Medis dan Tenaga dan ayat (2], Pasal 274 | dokumen ini melanggar | Objeketivitng Audit, berwenang
Keachatan, hurufl ¢ Undang-Undang | hak privis individu serta Mewujudian

Nomor 17 Tahun 2023 | tenuags medis/kesehatan, | aistem layatan

leniiung Keschatan,

moerusals moral kerja dan

| hubungan kolabaratil

keschntan vang nman
clan jujur melalul




Konsekuensl / Pertimbangan Bagl Publhik ‘ B

Konsekusnsi Bila Jangka Wakiy
Ditutup

N Info } Disar Hukum
F S=ts Pengecualian Informasi | gKonsekuensi Bila Ditiika
c. Pasal 4 dan Pasal 36 | antar-Prolesional Pemben
Undang-Undang Nomuor | Asuban (PPA), Hasil
| 27 Tahun 2022 wenang | evaluasi Kinerja individu,
| Pelindungan Data jika dibuka tanpa
Pribadi. konteks kiinis yang
mendalam dapat
menyebabkan
penghakiman puablik
sceara sepihak acbelum
adanya kepumisan final
| dan majehis r:hmphn
39 | Dolcumen seif a. Pasal 17 huraf i dan | Mengganggu nh_ie_ktwuﬂ
assexsmenl, working | Undang-Undang Nomor | ekreditas: dan
paper, Hasil aurved, | 14 Tahun 2008 tentang | menghambat
dan evaluasi Keterbukaan Informasi | peninpghksatan mutw, Hastl
alireditasl yang Pulalik; survel yang belham
belum ditetaphan b. Pasol 178 ayat (1), diverifikas: atan belum
ayat (2) ayst [3) final dapat menyebabkan
Undang-Undang Nomor | salah padum di
17 Tahun 2023 tentang | magyarakat, yang
Kesehiatan; berpotensi meéninmibullisn
c. Keputusnn Mentern keresalian atou
Keschatan Nomor ketidnkpercayaan
HE.0L.O7/MENKES/11 | terhadap laysnuan
' 28 /20022 tentang keschatan sebelum
Standar Alreditasi rumah sakit
Rumaly Sakit, monyelesaikan rencana

perbaikan strategianya,

| Mexjagn objektivitns | Sampai hasil

proses evaliss)

Anlernul yang Kredibel

akreditasi dan elkreditan)
mehndung dokumen | ditetapkan dan
evaluasi, MenjEmin tndak lanyut
agar lembaga selesal; aksen
ghkreditasi terbatas bag
inclependen cdan pihelk

survelor dapat berwennng.
bekera secara
objektil, mandiri, dan
atau telcanarn
ckaternal selamn
proses penlidian
berlangsung




Ko

40

Informasi

Dazar Hulodm
Pengecualisn Informasi

j—

Konsekuensi Bila Dibolke

| Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik

Konselkuensi Hila
Dirtutup

Doloumen imtﬂﬁﬁ:ﬂ.l
audi; dnn evaduns
hasil penguian guitu
Ingkungan rumsh
sakat

8. Pasal l'il" huruf 1 dan j Mengeangszu objektivitas | Menjaga objektivitas
eviluusg! dan pengambilan | evaluas muotu dan

Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang

Keterbukassn Informasi
Pubilik;

b. Pasal 178 ayat (1)
dan ayat (2] Undang-
Undamg Nomor 17
Tahun 2023 tentang
Kesehatan;

¢. Keputusan Mentern
Keachitay Nomor
HK.01.07/MENKES /11
28/202] tentang
Stmruiar Akreditasi
Rumah Salit.

kemnitusan inlernal,

u:gﬂmﬂm yang ﬁc-l:h:‘ng
disusun oleh manajemen
rums#ah salit

Lils ﬂdukung
puningkatan mutu,
Menjamin proses
eviduast internal
tetap berjalan secam

mandiri dan berbasis

bkt tanpn tekanan
exsterminl

Jangka Waktu

Sumpat
cviluasi dan
tindak Ian,iut

]




Bahwa Pengujian Kanseleuens sebagaimana disebul pada tabel di atas dilakukan oleh:

2 |Pr. Drs. Djuniawan Earns Universitas Gurmungkidul ‘
Haia, M. PA |
Sri Rehayu Prihatiningsih, S.H., E_.ug;iﬂn Hukum dan Hak Asas W
M.ILA, Manusiy Sekretardat Daerah

4+ |Didik Handoko ST, MAP I{:pﬂla E!n:lang Ini'hnnnm Dmﬁa l{nmun[l-:ﬂﬂ; dan Informatika

5 |Fauza Fitrianingrum, S.L.P,  |Pengendali Konten

Internet Bidang Informasi
dian Komunilms: Publik

6 |Winarni Asnah, 5.S0s Hﬁpm:ﬁnﬂ Purwoaar

7 |Sulastri, 5.S0a Kasubbag Umum Badan Kesatuan Hﬂng&é dan S 2
e — Politile
B |Aulin Zahro Novitasari, MRumah Saldt Umvum Daerah ’

B.Kep. Ns.M.P.H Dpﬂruﬁiunnl Hui-l:um dan (Wonosar 5 4

9 |Dwi lstanto
Perkantoran Hmnt, dan novasi Daerah 'S -

10 Myut:g Bawono Edi Dinas Kelnutan dan Perikanan P T

g g
i
:
"

:




“ Dedy Indra Wijaya, S Arsipatis Ahli Pertama  |Dinas Kesehatan

12 |Wulayvati, SE

13 IMuhamad Riski

Yudha Pria Nugraha, A.Md

Sigil Pramudyanto, S.1P, MM

Andang Suprapto; S0P E&auhhﬂﬂ Umum

Prihatin Elka "ﬁ'i:lnd:l, S.E, MT. |[Kepala Bagian Umum Sekretariat Dasrah

Subandrvo, S Pl Kasubbag Umum Kapanewon Semanu I \
Nurhana Tri Utami, A.Md. Pengolah Data dan Dinus Pemberdavaan Masyarakat
Informasi Subbagian dan Kalurahan, Pengendalian -l 1‘_[,1
Umum Sekretanat Penduduk dan Keluargn Berencarin “"*w
22 |Ralhmai Sinwan .' Pengadministrisi Eapanswon Saptosari ]4 -
Perlnntoran Vi




"No. Mo

23 |Nur Elia Mujshidah, S.Sos

24 |Lastika Setianing, S.PL

I. —
L,
.
Eko Nur Cahyo, S,1P. M, Si. ol
27 |Paundra Madewa Wijayanto i{ﬂtﬂnﬂ‘ﬂn’ﬂ'ﬂ Eﬂmil‘l i .
Operasional Subbagian {1 |
Umum Sekretariat A0 é
. . e VIR TR TR |
28 |Dwi Suprintinirigsih, AMd. Kep. |Kepala Sub Bagian Kapanewan Palivan f};& ;
Umum /
29 |Engzan Pandora Leogita, Arsiparis Dinas Penansman Modal dan .
A Md. Kom _|Pclayanan Terpadu Satu Pintu A
ﬂ Rusmiyati, A.Md Peneelola Layanan Dinas Linglkungan Hidup ’th'
¥ ﬂﬂﬂﬂl

31 |Bayu Putra Pratama, A Md.Kes [Kepala Instaluni SIMRS

32 |Subaryata, 5. M.

33 [Suradi, 5. Sos

34 |Ajie Saksono, S.8TP, M.Si, Ph.D

ﬁ Bayu Susilo Ajl, S.5.0T. MM

Ka Subbag Umum

Rasubbag Umum

Sekrelans Dings

Rmnah S-E.lnt Umum Dacrah

Dinas Perhubungan
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Unit Kerja

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
[Kundha Nitl Mandals saris Tala
TEEgiNiELl

Selretariat Dewan Perwakilan
takyval Daers _p
Badan Kepegawalan, Pendidikan,
dan Pelatihan Daemh

Badian Penangrulangan Bencans
Dacrah

Badan Keusngan dan Asel Daesrah

H 5-’.1“"!' Tr  Raboans | SE Sl L

Dinns Pendidikan

Dinas Kependudilan dan
Pencatatan Sipil

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan

ATIAK _
Dinas Perdagangan dan Tenaga
1)

» i.”\ il (unane ), Selure T at Ay E:r];ﬂ:dg:::lﬂﬂfﬂﬂﬂ o
f ] ;""? oM Kapanewon Gedangsan
Kapan
oy A panewor Ponjong

Kapanewon Ngawen
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Demikian Penzujian Konseluens imo dibuat secarn seksama dom penuh ketelitian.

Menyetugjui.
Sekrotaris Docrah Kabupaten Gunungkidisl,
&Iﬂkﬂ Atiman FFT-E'.




